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TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN PADA SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN TANAH LAUT

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15
Tahun 2014 tentang Pedoman Standar
Pelayanan maka setiap Penyelenggara

Pelayanan Publik wajib menetapkan dan
menerapkan Standar Pelayanan Publik

untuk setiapjenis pelayanan;

b. Bahwa agar Standar Pelayanan Publik yang
telah di buat oleh Penyelenggara Pelayanan

Publik dapat dilaksanakan dengan penuh
tanggungjawab maka perlu adanya
Maklumat Pelayanan;

C. Bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Sekretaris DPRD tentang Maklumat

Pelayanan Sekretriat DPRD Kabupaten
Tanah Laut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II

Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan
Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2756) dengan
mengubah Undang-Undang Nomor27 Tahun
1959 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat di

Kalimantan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,Tambahan



2.

3.

4.

5.

6.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1820);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih
dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
sebagaimana telah diubah dengan Undang
Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang
undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhirdengan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun
2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor7153);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun
2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 7153);

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601)



sebagaimana telah diubah dengan Undang
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerjamenjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Inodnesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5357);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor12 Tahun 2017

tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan (BeritaNegara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017
Tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum
Konsultasi Publik di Lingkungan Unit

Penyelenggaraan Pelayanan Publik

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 765);



12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Laut Nomor 25)
sebagaimana diubah dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14
Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022
Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut
Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 Nomor
6,Tambahan Lembaran Daerah Nomor80);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut
Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2026 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 Nomor
10);

15. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118
Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 118;

16. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 35
Tahun 2025 Tentang Tugas Pokok, Fungsi,
dan Uraian Tugas SekretariatDaerah (Berita

Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025
Nomor 37);

17. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 96
Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten
Tanah Laut Tahun 2025 Nomor 98).



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KELIMA

MEMUTUSKAN

Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah
Laut tentang Maklumat Pelayanan pada
SekretariatDPRD Kabupaten Tanah Laut

Maklumat Pelayanan sebagaimana terlampir
merupakan bagian yang tak terpisahkan dari

Keputusan ini.

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapk�n diPelaihari

Pada taggal27Maret 2026
Sekretatis RPRP Rabupaten Tanah aut

Genty�nnos.E.
NIP9660708 199303 1 002



LAMPIRAN

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIAT
DPRD KABUPATEN TANAH LAUT

:TAHUN 2026

: 27MARET

MAKLUMATPELAYANAN PADA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH
LAUT

MAKLUMATPELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH LAUT

1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan

Standar Pelayananyang telah ditetapkan.

2. Kami berjanji dan sanggup memberikan pelayanan sesuaidengan kewajibandan

melakukan perbaikansecaraterus menerus.

3. Kami bersedia menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila

pelayanan yang diberikan tidak sesuaistandar

Ditetaplan di Pelaihari
Pada tanggal27Maret 2026

eea�Kabupaten Tanah Laut

:Gentrthantono,S.E.
NIP. T9660708199303 1 002


